
BUPATI PIDIE 
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI PIDIE 
NOMOR : 3 4  TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI PIDIE NOMOR 2 TAHUN 2020 
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA 

KABUPATEN PIDIE TAHUN ANGGARAN 2020

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM 

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA 

BUPATI PIDIE,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2020 
tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 
2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 perlu 
melakukan penyesuaian kembali terhadap Postur dan Rincian 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Pidie Tahun 
Anggaran 2020;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pidie tentang 
Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Pidie Nomor 2 Tahun 
2020 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Kabupaten Pidie Tahun Anggaran 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang 
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam 
Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara 
Republik Indonesia tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, 
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4355); Oh
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5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan 
Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 
62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4633);

8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah 
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5049);

9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5679);

11. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi 
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5601);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang 
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara 
Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4488) sebagaimana telah 
diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 35 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua 
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata 
Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 201, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6119);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 
74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah 
Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan 
Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5340); 4
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15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4575);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem 
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 
tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan 
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang 
Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4783);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar 
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5165);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5219);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5272);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan 
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang 
Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 
123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan 
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang 
Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 
157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5717);

23. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana
Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5558), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana 
Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5694); ^
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24. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6041);

25. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6322);

26. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 
Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas 
Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus 
Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi 
Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasionaldan/atau 
Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6485);

27. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2019 tentang Rincian 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 
2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 
220);

28. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan 
Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 
Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2020 Nomor 94) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan 
Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang 
Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 155);

29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah 
beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang 
Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber 
Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah 
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat Atas 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang 
Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber 
Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 15);

31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang 
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 655);

32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang
Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di 
Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2020 Nomor 249); SL
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33. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020 tentang 
Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun 
Anggaran 2020 dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona 
Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Menghadapi Ancaman 
yang Membahayakan Perekonomian Nasional (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 377);

34. Qanun Kabupaten Pidie Nomor 1 Tahun 2020 tentang Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Kabupaten Tahun Anggaran 2020 
(Lembaran Kabupaten Pidie Tahun 2020 Nomor 01);

35. Peraturan Bupati Pidie Nomor 2 Tahun 2020 tentang 
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Pidie 
Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Pidie Tahun 
2020 Nomor 2) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Peraturan Bupati Pidie Nomor 26 Tahun 2020 tentang 
Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Pidie Nomor 2 Tahun 
2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Kabupaten Pidie Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah 
Kabupaten Pidie Tahun 2020 Nomor 26);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PIDIE TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS 
PERATURAN BUPATI PIDIE NOMOR 2 TAHUN 2020 TENTANG 
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA 
KABUPATEN PIDIE TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Tahun Anggaran 2020 semula 
berjumlah Rp2.252.285.665.112,00,- berkurang sejumlah
Rp(170.730.490.201,00),- sehingga menjadi Rp2.081.555.174.911,00,- dengan 
rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan
a. Semula Rp2.240.413.334.315,00,-
b. Bertambah/(berkurang) Rp (189.597.740.201,00),-

Jumlah Pendapatan setelah Perubahan Rp2.050.815.594.114,00,-

2. Belanja
a. Semula Rp2.252.285.665.112,00,-
b. Bertambah/(berkurang) Rp(175.192.990.201,00),-

Jumlah Belanja setelah Perubahan Rp 2.077.092.674.911,00,-
Surplus/(Defisit) setelah Perubahan Rp (26.277.080.797,00),-

3. Pembiayaan
a. Penerimaan

1) Semula Rp 11.872.330.797,00,-
2) Bertambah/(berkurang) Rp 14.404.750.000.00.-

Jumlah Penerimaan setelah Perubahan Rp 26.277.080.797,00,-

b. Pengeluaran
1) Semula Rp 0,00,-
2) Bertambah/(berkurang) Rp_______________0.00,-

Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan Rp_______________ 0.00,-
Jumlah Pembiayaan Netto setelah Perubahan Rp 26.277.080.797,00,-

Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan Rp 0,-

4
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Pasal 2

Penjabaran perubahan APBK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih 
lanjut dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 merupakan bagian yang tidak 
terpisahkan dari Peraturan ini.

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pidie.

Pasal 4

Ditetapkan di : Sigli 
Pada tanggal : 2-2- Juli 2020 M

1 Dzulhijjah 1441 H

Diundangkan di : Sigli
Pada tanggal : 2-Zjuli______ 2020 M

1 Dzulhijjah 1441 H

y SEKRTr'rAl-,TC! r*4 m? a u 
nr KAE

BERITA DAERAH KABUPATEN PIDIE TAHUN 2020 NOMOR



L A M P IR A N  I : PERATU R AN  B U P A TI PID IE

N O M O R  : 3 4 -T a h u n  2 0 2 0

T A N G G A L : 2 2 Juli 2 0 2 0

KABUPATEN PIDIE

RINGKASAN PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAERAH, 

BELANJA DAERAH, DAN PEMBIAYAAN DAERAH 

TAHUN ANGGARAN 2020

Halaman: 1

Nomor Urut Uraian

Jumlah (Rpj Bertambah/(Berkurang)

Sebelum

Perubahan

Setelah

Perubahan
(Rp) %

1 2 3 4 5 6

1 PENDAPATAN DAERAH 2.240.413.334.315,00 2.050.815.594.114,00 (189.597.740.201,00) (8,46)

1.1 Pendapatan Asli Daerah 243.371.220.676,00 228.968.510.726,00 (14.402.709.950,00) (5,92)

1.1.1 Hasil Pajak Daerah 18.122.217.501,00 11.794.169.551,00 (6.328.047.950,00) (34,92)
1.1.2 Hasil Retribusi Daerah 6.755.812.800,00 5.736.212.800,00 (1.019.600.000,00) (15,09)
1.1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 3.101.301.121,00 3.101.301.121,00 - -
1.1.4 Penerimaan Zakat/lnfak/Sadaqah 7.345.479.258,00 7.345.479.258,00 - -
1.1.5 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 208.046.409.996,00 200.991.347.996,00 (7.055.062.000,00) (3,39)

1.2 Dana Perimbangan 1.232.287.106.000,00 1.093.234.858.000,00 (139.052.248.000,00) (11,28)

1.2.1 Transfer Umum 949.134.320.000,00 857.785.515.000,00 (91.348.805.000,00) (9,62)
1.2.2 Transfer Khusus 283.152.786.000,00 235.449.343.000,00 (47.703.443.000,00) (16,85)

1.3 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah 764.755.007.639,00 728.612.225.388,00 (36.142.782.251,00) (4,73)

1.3.1 Pendapatan Hibah 42.792.678.241,00 42.792.678.241,00 - -
1.3.2 Dana Darurat 0,00 0,00 - -
1.3.3 Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintahan Daerah lainnya 42.807.777.510,00 42.807.777.510,00 - -



Halam an: 2

Nomor Urut Uraian

Jumlah (Rp) Bertambah/(Berkurang)

Sebelum

Perubahan

Setelah

Perubahan
(Rp) %

1 2 3 4 5 6

1.3.4 Dana Penyesuaian 532.604.866.000,00 524.715.756.000,00 (7.889.110.000,00) (1,48)
1.3.5 Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya 146.549.685.888,00 118.296.013.637.00 (28.253.672.251,00) (19,28)
1.3.6 Pendapatan Lain-lain daerah 0,00 0,00 - -
1.3.7 Bantuan Dana Kontigensi 0,00 0,00 - -

JUMLAH PENDAPATAN 2.240.413.334.315,00 2.050.815.594.114,00 (189.597.740.201,00) (8,46)

2 BELANJA DAERAH 2.252.285.665.112,00 2.077.092.674.911,00 (175.192.990.201,00) (7,78)

2.1 Belanja Tidak Langsung 1.444.902.957.992,00 1.423.161.026.888,00 (21.741.931.104,00) (1,50)

2.1.1 Belanja Pegawai 695.728.411.751,00 669.134.690.647,00 (26.593.721.104,00) (3,82)
2.1.2 Belanja Bunga 0,00 0,00 -
2.1.3 Belanja Subsidi 150.000.000,00 150.000.000,00 - -
2.1.4 Belanja Hibah 6.372.000.000,00 4.917.900.000,00 (1.454.100.000,00) (22,82)
2.1.5 Belanja Bantuan Sosial 12.971.479.258,00 17.166.479.258,00 4.195.000.000,00 32,34
2.1.6

Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa 2.487.803.030,00 2.487.803.030,00
2.1.7 Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan 

Pemerintahan Desa dan Parpol 721.974.263.953,00 714.085.153.953,00 (7.889.110.000,00) (1,09)
2.1.8 Belanja Tidak Terduga 5.219.000.000,00 15.219.000.000,00 10.000.000.000,00 191,61

2.2 Belanja Langsung 807.382.707.120,00 653.931.648.023,00 (153.451.059.097,00) (19.01)

2.2.1 Belanja Pegawai 158.337.675.147,00 147.571.182.723,00 (10.766.492.424,00) (6,80)
2.2.2 Belanja Barang dan Jasa 385.100.315.550,00 297.895.066.398,00 (87.205.249.152,00) (22,64)
2.2.3 Belanja Modal 263.944.716.423,00 208.465.398.902,00 (55.479.317.521,00) (21,02)

JUMLAH BELANJA 2.252.285.665.112,00 2.077.092.674.911,00 (175.192.990.201,00) (7,78)

SURPLUS(DEFISIT) (11.872.330.797,00) (26.277.080.797,00) (14.404.750.000,00) 121,33



H alam a n : 3

Nomor Urut Uraian
Jumlah (Rp) Bertambah/(Berkurang)

Sebelum
Perubahan

Setelah
Perubahan (Rp) %

1 2 3 4 5 6

3 PEMBIAYAAN
3.1 Penerimaan Pembiayaan Daerah 11.872.330.797,00 26.277.080.797,00 14.404.750.000,00 121,33

3.1.1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya 11.872.330.797,00 26.277.080.797,00 14.404.750.000,00 121,33

3.1.2 Pencairan Dana Cadangan - - - -
3.13 Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - - - -
3.1.4 Penerimaan Pinjaman Daerah - - - -
3.1.5 Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman - - - -
3.1.6 Penerimaan Piutang Daerah - - - -
3.1.7 Penerimaan kembali investasi dana bergulir - - - -

JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN 11.872.330.797,00 26.277.080.797,00 14.404.750.000,00 121,33

3.2 Pengeluaran Pembiayaan Daerah - - - -
3.2.1 Pembentukan Dana Cadangan - - - -
3.2.2 Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah - - - -
3.2.3 Pembayaran Pokok Utang - - - -
3.2.4 Pemberian Pinjaman Daerah - - - -

JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN - - - -
PEMBIAYAAN NETTO 11.872.330.797,00 26.277.080.797,00 14.404.750.000,00 121,33

3.3 SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN (SILPA) - - - -



KABUPATEN PIDIE
PENJABARAN PERUBAHAN APBK

TAHUN ANGGARAN 2020

LAM PIRAN I I : PERATURAN BUPATI PIDIE

NOM OR : 3 4  TAHUN 2020

TA N G G A L: Z U U L I 2020

Urusan Pemerintahan : 1.01 - Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan 

Organisasi : 1.01.01 - Dinas Pendidikan

Sub Unit Organisasi : 1,01.01.01 - Dinas Pendidikan___________________________________________________________________________________________________________________________ Halaman: 4

Kode

Rekening
Uraian

APBK

2020
Perubahan APBK 

2020
Bertambah

(Berkurang)
Penjelasan

1 2 3 4 5 6

5 BELANJA DAERAH 33.081.826.521 42.792.678.241 9.710.851.720

5.2 BELANJA LANGSUNG 33.081.826.521 42.792.678.241 9.710.851.720

1.01.1.01.01.16 
1.01.1.01.01.16.63

Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 
Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MVSDLB 
dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non- 
Islam Setara SD dan SMP 33.081.826.521 42.792.678.241 9.710.851.720

5.2.1 Belanja Pegawai

Honorarium Pengelola Dana BOS
Honorarium Pengelola Dana BOS

8.128.893.488 8.128.893.488

5.2.1.04 8.128.893.488 8.128.893.488 0

5.2.1.04.01 8.128.893.488 8.128.893.488 -
- Belanja Pegawai 8.128.893.488

5.2.2 Belanja Barang dan Jasa

Belanja Barang Dana BOS
Belanja Barang Dana BOS

21.976.588.750 26.752.933.033 4.776.344.283

5.2.2.22 21.976.588.750 26.752.933.033 4.776.34U83

5.2.2.22.01 21.976.588.750 26.752.933.033 4.776.344.283
- Belanja Barang dan Jasa Dana BOS 26.752.933.033

5.2.3 Belanja Modal 2.976.344.283 7.910.851.720 4.934.507.437



H a lam an  5

Kode

Rekening
Uraian

APBK

2020
Perubahan APBK 

2020
Bertambah

(Berkurang)
Penjelasan

1 2 3 4 5 6

5.2.3.37

5.2.3.37.13

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Peraga/Praktek Sekolah
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Bidang PendkJikan/KetrampSan Lait

2.976.344283

2.976.344.283

7.910.851.720

7.910.851.720

4.934.507.437

4.934.507.437
- Belanja Barang dan Jasa Dana BOS 7.910.851.720

JUMLAH BELANJA 33.081.826.521 42.792.678.241 9.710.851.720



KABUPATEN PIDIE
PENJABARAN PERUBAHAN APBK

TAHUN ANGGARAN 2020

Urusan Pemerintahan : 1.02 - Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan 

Organisasi : 1.02.02 - Rumah Sakit Umum Daerah Tgk. Chik Ditiro Sigli

LAM PIRAN I I : PERATURAN BU PATI PIDIE

NOM OR : 3 4  TAHUN 2020

T A N G G A L: 2 2  JU U  2020

Sub Unit Organisasi 1.02.02.02- Rumah Sakit Umum Daerah Tgk. Chik Ditiro Sigli (BLUD) Halaman: 6

Kode APBK Perubahan APBK Bertambah

Rekening
Uraian

2020 2020 (Berkurang)
Penjelasan

1 2 3 4 5 6

4 PENDAPATAN 77,577.209.430 107.640.399.996 30.063.190.566

4.1 PENDAPATAN ASU DAERAH 77.577209.430 107.640.399.996 30.063.190.566

4.1.5 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah 77.577209.430 107.640.399.996 30.063.190.566

4.1.5.15 Pendapatan BLUD 77.577209.430 107.640.399.996 30.063.190.566

4.1.5.15.01 Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD 77.577.209.430 107.640.399.996 30.063.190.566

- Pendapatan Jasa Layanan BLUD 107.640.399.996

5 BELANJA 77.577.209.430 107.640.399.996 30.063.190.566

5.2 BELANJA LANGSUNG 77.577.209.430 107.640.399.996 30.063.190.566

1.02.1.02.02.33 Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD
1.02.1.02.02.33.01 Pelayanan dan Pendukung Pelayanan 77.577209.430 107.640.399.996 30.063.190.566

521 Belanja Pegawai 56.555.025.333 53.065.000.000 (3.490.025.333)

5.2.1.07 Belanja Pegawai BLUD 56.555.025.333 53.065.000.000 -3.490.025.333

5.2.1.07.01 Belanja Pegawai BLUD Rumah Sakit 56.555.025.333 53.065.000.000 (3.490.025.333) Belanja Pegawai BLUD RS 53.065.000.000

5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 21.021184097 43.142.399.996 21120215.899
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Kode

Rekening
Uraian

APBK

2020

Perubahan APBK 
2020

Bertambah

(Berkurang)
Penjelasan

1 2 3 4 5 6

5.2.2.33 Belanja Barang Dan Jasa BLUD RS
Belanja Barang Dan Jasa BLUD RS

21.022.184.097 43.142.399.996 22.120.215.899

5.2.2.33.01 21.022.184.097 43.142.399.996 22.120.215.899 Belanja Barang dan Jasa BLUD RS 43.142.399.996

5.2.3 Belanja Modal

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya

m 11.433.000.000 11.433.000.000

5.2.3.27 0 6.100.000.000 6.100.000.000

5.23.27.05 0 6.100.000.000 6.100.000.000
Belanja Modal BLUD Peralatan dan Perlengkapan Kantor 6.100.000.000

5.2.3.34 Belanja Modal Peralatan dan Mesin ■ Pengadaan Alat Kedokteran
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Umum

0 2.883.000.000 2.883.000.000

5.2.3.34.01 0 2.883.000.000 2.883.000.000
Belanja Modal BLUD Alat Kedokteran 2.883.000.000

5.2.3.49 Belanja Modal Gedung dan Bangunan • Pengadaan Bangunan Gedung 1
Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Kesehatan

0 2.450.000.000 2.450.000.000

5.2.3.49.06 0 2.450.000.000 2.450.000.000
Belanja Modal BLUD Gedung dan Bangunan 2.450.000.000

JUMLAH BELANJA 77.577J209.430 107.640.399.996 30.063.190.566



KABUPATEN PIDIE
PENJABARAN PERUBAHAN APBK

TAHUN ANGGARAN 2020

LAM PIRAN I I : PERATURAN BUPATI PID IE

NO M O R : 3 4  TAHUN 2020

TA N G G A L: 2 2 J U L I 2020

Urusan Pemerintahan : 1.02 - Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan 

Organisasi : 1.02.02 - Rumah Sakit Umum Daerah Tgk. Chik Ditiro Sigli

Sub Unit Organisasi : 1.02.02.02 - Rumah Sakit Umum Daerah Tgk. Ch» Ditiro S'tgli (BLUD) Halaman: 8

Kode

Rekening
Uraian

APBK

2020
Pembahan APBK 

2020
Bertambah

(Berkurang)
Penjelasan

1 2 3 4 5 6

4 PENDAPATAN 39.683.342.717 54.109.938.000 14.426.595.283

4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 39.683.342717 54.109.938.000 14.426.595.283

4.1.5 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah 

Pendapatan BLUD
Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD

39.683.342.717 54.109.938.000 14.426.595.283

4.1.5.15

4.1.5.15.01

39.683.342.717 54.109.938.000 14.426.595.283

39.683.342.717 54.109.938.000 14.426.595.283

- Pendapatan Jasa Layanan BLUD 54.109.938.000

5 BELANJA 39.683.342717 54.109.938.000 14.426.595.283

5.2 BELANJA LANGSUNG 39.683.342717 54.109.938.000 14.426.595.283

1.02.1.02.03.16
1.021.02.03.16.19

Program Upaya Kesehatan Masyarakat
Pelayanan Kesehatan Rujukan bagi Masyarakat (RSUD Tgk. Abdutlah Syafii) 39.683.342717 54.109.938.000 14.426.595.283

5.2.1 Belanja Pegawai

Belanja Pegawai BLUD
Belanja Pegawai BLUD Rumah Sakit

30.086.912.667 28.341.900.000 (1.745.012.667)

5.2.1.07 30.086.912667 28.341.900.000 ■1.745.012667

5.2.1.07.01 30.086.912.667 28.341.900.000 (1.745.012.667) Belanja Pegawai BLUD RS 28.341.900.000

5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 9.596.430.050 20.656.538.000 11.060.107.950
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Kode

Rekening
Uraian

APBK

2020
Perubahan APBK 

2020
Bertambah

(Berkurang)
Penjelasan

1 2 3 4 5 6

52.233 Belanja Barang Dan Jasa BLUD RS 9.596.430.050 20.656538.000 11.060.107.950

5.2.2.33.01 Belanja Barang Dan Jasa BLUD RS 9.596.430.050 20.656.538.000 11.060.107.950 Belanja Barang dan Jasa BLUD RS 20.656.538.000

5.2.3 Belanja Modal 5.111.500.000 5.111.500.000

5.2.3.27 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor 0 2.170.000.000 2.170.000.000

5.2.3.27.05 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya 0 2.170.000.000 2.170.000.000
Belanja Modal BLUD Peralatan dan Pertengkapan Kantor 2.170.000.000

5.2.3.34 Belanja Modal Peralatan dan Mesin • Pengadaan Alat Kedokteran 0 1.041.500.000 1.041.500.000

52.3.34.01 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Umum 0 1.041.500.000 1.041.500.000
Belanja Modal BLUD Alat Kedokteran 1.041.500.000

5.2.3.49 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung 1 g 1.900.000.000 1.900.000.000

5.2.3.49.06 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Kesehatan 0 1.900.000.000 1.900.000.000
Belanja Modal BLUD Gedung dan Bangunan 1.900.000.000

JUMLAH BELANJA 39.683.342.717 54.109.938.000 14.426.595.283



KABUPATEN PIDIE
PENJABARAN PERUBAHAN APBK

TAHUN ANGGARAN 2020

LAM PIRAN I I : PERATURAN BUPATI PID IE

NOMOR : 3 4  TAHUN 2020

TA N G G A L: 2 2  JULI 2020

Urusan Pemerintahan : 1.03 - Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 

Organisasi : f .03.01 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Sub Unit Organisasi : 1.03.01.01 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang_________________________ _____________ ________________________________________________________________ Halaman: 10

Kode

Rekening
Uraian

APBK

2020

Perubahan APBK 
2020

Bertambah

(Berkurang)
Penjelasan

1 2 3 4 5 6

5 BELANJA DAERAH 0 5.813.499.000 5.813.499.000

5 2 BELANJA LANGSUNG 0 5.813.499.000 5.813.499.000

1.03.1.03.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.03.1.03.01.01.13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 0 60.000.000 60.000.000

5.2.3 Belanja Modal 60.000.000 60.0004)00

5.2.3.24 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan AM Ukur 0 45.000.000 45.000.000

5.2.3.24.09 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Ukur Lainnya 0 45.000.000 45.000.000 DAK penugasan - Infrastruktur Irigasi
- Belanja modal Pengadaan Theodolite 45.000.000

5.2.3.29 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer 0 15.000.000 15.000.000

52.329.05 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer 0 15.000.000 15.000.000 DAK penugasan - Infrastruktur Irigasi
- Belanja modal Pengadaan Gps 9.000.000
- Belanja modal Pengadaan Kamera Digital 6.000.000
- Biaya Makan dan minum rapat 3.750.000

1.03.1.03.01.24 Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya

1.03.1.03.01.24.10 Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan Irigasi 0 5.653.499.000 5.653.499.000

5.2.1 Belanja Pegawai . 55.600.000 55.600.000
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Kode

Rekening
U r a i a n

APBK

2020

Pembahan APBK 
2020

Bertam bah

(Berkurang)
Penjelasan

1 6

5.2.1.01

5.2.1.01.01

5.2.2

5.2.2.01

522.01.01 
5.22.01.04

5.2.2.06

5.2.2.06.02

5.2.2.15

5.2.2.15.01

5.2.3

52.3.61

5.2.3.61.03

H onorarium  PNS

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

Belanja Barang dan Jasa

Belanja Bahan Pakai Habis
Belanja Alat Tulis Kantor
Belanja Perangko, Materai Dai Benda Pos Lainnya

Belanja Cetak dan Penggandaan
Belanja Penggandaan

Belanja Perjalanan Oinas

Belanja Peijalanan Dinas Dalam Daerah

Belanja Modal

Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Irigasi
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembawa Irigasi

55.600.000

55.600.000

47.899.000

4.899.000

3.999.000
900.000

3.000.000

3.000.000

40.000.000

40.000.000

5.550.000.000

5.550.000.000

5.550.000.000

55.600.000

55.600.000 Honorarium Tim Koordinasi Irigasi (DAK penugasan - Infrastruktur Irigasi) 
Pembina {10ne 4 Bin)
Pengarah (1 Orx 4 Bin)
Kooninator( 1 Orx4 Bin)
Ketua(1 Orx4Bln)
Wakil Ketua(1 Orx4Bln)
Sekretaris (10rx 4 Bin)
Anggota (5 Orx 4 Bin)

DAK penugasan - Infrastruktur Irigasi 
Operator E-Mon (Ketua) (1 Or x 12 Bln)
Operator E-Mon (Anggota) (10r x 12 Bln)

47.899.000

4.899.000

3.999.000
900.000

3.000.000

3.000. 000

40.000. 000

40.000.000

DAK penugasan - Infrastruktur Irigasi 
DAK penugasan - Infrastruktur Irigasi

DAK penugasan - Infrastruktur Irigasi
Penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan DAK

Perjalanan dinas dalam kabupaten (DAK penugasan - Infrastruktur Irigasi) 
(GollV)dan/atauEselonlll(2orx1 hr x 25 kl)
(Gol III) dan/afau Eselon IV (5 or x 1 hr x 19 kl)
(Gol II) dan/atau Pegawai Tidak Tetap (4 or x 1 hr x 15 kl)

5.550.000.000

5.550.000.000

5.550.000.000 A. DAK penugasan - Infrastruktur Irigasi 2020

10.000.000

8 . 000 .000

6.000.000
3.200.000
2.800.000 
2.000.000 

8 .000.000

10.200.000

5.400.000

3.000.000

10.500.000 
19.000.000
10.500.000
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Kode

Rekening
Uraian

APBK

2020
Perubahan APBK 

2020
Bertambah

(Berkurang)
Penjelasan

1 2 3 4 5 6

1. RehablBtasi Jaringan Irigasi O.l. Ginlong (150 Ha) Kec. Grong-grona 1.635.000.000
2. Rehabilitasi Jaringan Irigasi O.I. Biang Lumpak (45Ha) Kec. Muara Tiga 675.000.000
3. Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.l. Biheu Kale (250Ha) Kec. Muara Tiga 2,190.000.000
4. Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.l. Mane (40Ha) Kec. Mane 600.000.000
5. Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.l. Akie Butoh (55Ha) Kec. Tangse 450.000.000

1.03.1.03.01.35 Program Identifikasi, Penilaian, Perencanaan dan Pengawasan Pembangunan in

'S11

1.03.1.03.01.35.01 Rehabilitasifpemeliharaan Jaringan irigasi 0 100.000.000 100.000.000

52.3 Belanja Modal

Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan ■ Pengadaan Bangunan Air irigasi
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembawa Irigasi

100.000.000 100.000.000

52.3.61 0 100.000.000 100.000.000

522.61.03 0 100.000.000 100.000.000 B. Dana Alokasi Khusus (DAK 2020)
1. Perencanaan Kegiatan Peningkatan Jaringan Irigasi OAK 2021 48.000.000
2. Pengawasan Kegiatan Peningkatan Jaringan Irigasi DAK 2020 52.000.000

JUMLAH BELANJA • 5.813.499.000 5.813.499.000



KABUPATEN PIDIE
PENJABARAN PERUBAHAN APBK

TAHUN ANGGARAN 2020

LAM PIRAN I I : PERATURAN BUPATI PID IE

NOM OR : 9 4  TAHUN 2020

TA N G G A L: 7 .7 -J U U  2020

Urusan Pemerintahan : 1,04 - Urusan Wajib Pelayanan Dasar Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman 

Organisasi : 1.04.01 - Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Sub Unit Organisasi : 1.04.01.01 - Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman____________________ ____________  ____________ ___________________________________________________ Haiaman: 13

Kode

Rekening
Uraian

APBK

2020

Perubahan APBK 
2020

Bertambah

(Berkurang)
Penjeiasan

1 2 3 4 5 6

5 BELANJA DAERAH 0 8.119.471.000 8.119.471.000

5.2 BELANJA LANGSUNG 0 8.119.471.000 8.119.471.000

1.04.1.04.01,15
1.04.1.04.01.15.06

Program Pengembangan Perumahan
Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu 0 171.641.000 171.641.000

5.2.1

5.2.1.01

Belanja Pegawai 

Honorarium PNS

145.500.000 145.500.000

0 40.500.000 40.500.000

5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegialan 0 33.300.000 33.300.000 Honorarium Tim Teknis Kabupaten (DAK reguler- Perumahan dan Kawasan Pemukiman)
- Ketua (Kadis), 10rg x 6 Bin
- Sekretaris (Sekretaris), 1 Org x 6 Bin
- Anggola:

Kabid, 1 Org x 6 Bin 
Kasi, 2 Org x 6 Bin 
Kasubbag TU, 10rg x 6 Bin 
Keuchik, 8 Org x 6 Bin

6.000.000
4.500.000

3.000.000
3.600.000
1.800.000 

14.400.000

5.2.1.01.05 Honorarium Operator Komputer 0 7.200.000 7.200.000 DAK reguler- Perumahan dan Kawasan Pemukiman 
- Operator E-Mon dan SIMDAK (DAK), 1 Org x 12 Bin 7.200.000

52.1.02 0 105.000.000 105.000.000

5.2.1.02.02 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 0 105.000.000 105.000.000 Honorarium Tim Teknis Kabupaten (DAK reguler- Perumahan dan Kawasan Pemukiman)
- Honor Tenaga Fasilitator Lapangan (DAK), 5 Org x 6 Bin 105.000.000
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Kode
Rekening

Uraian
APBK

2020
Perubahan APBK 

2020
Bertambah

(Berkurang)
Penjelasan

1 2 3 4 5 6

5.2.2 Belanja Barang dan Jasa

Belanja Bahan Pakal Habis

Belanja Alat Tulis Kantor

26.141.000 26.141.000

5.2.2.01 0 5.461.000 5.461.000

5.2.2.01.01 0 5.461.000 5.461.000 DAK reguler- Perumahan dan Kawasan Pemukiman

5.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman

Belanja Makanan Dan Minuman Rapat

0 12.000.000 12.000.000

5.2.2.11.02 0 12.000.000 12.000.000 DAK reguler- Perumahan dai Kawasan Pemukiman
- Makanan 8.640.000
- Minuman 2.160.000
- Air Mineral 1.200.000

5.2.2.15 Belanja Perjalanan Dinas
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

0 8.680.000 8.680.000

52.2.15.01 0 8.680.000 8.680.000
Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten (DAK)
- Golongan IV dan/atau Eselon II (DAK), 1 Org x 1 Hr x 8 Kali 1.680.000 
Perjalanan Dinas Dalam Propinsi (DAK)
- Golongan II dan/atau Pegawai Tidak Tetap 7.000.000

1.03.1.04.01.30
1.03.1.04.01.30.01

Program pembangunan Infrastruktur perdesaan 

Penataan lingkungan pemukiman penduduk perdesaan 0 4.625.000.000 4.625.000.000

5.2.1 Belanja Pegawai 

Honorarium PNS

127200.000 127.200.000

5.2.1.01 0 7.200.000 7.200.000

5.2.1.01.05 Honorarium Operator Komputer 0 7.200.000 7.200.000 DAK reguler- Sanitasi
Operator E-Mon dan SIMDAK (DAK), 1 Org x 12 Bin 7200.000

5.2.1.02 Honorarium Non PNS
Honorarium Pegawai HonoreriTidak Tetap

0 120.000.000 120.000.000

5.2.1.02.02 0 120.000.000 120.000.000 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap (DAK reguler- Sanitasi)
Honor Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL), 8 Org x 6 Bin 120.000.000

52.2 Belanja Barang dan Jasa m 4.497.800.000 4.497.800.000
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Kode

Rekening
U r a i a n

AP8K

2020
P erubahan APBK

2020

Bertam bah

(B erkurang)
Penjelasan

1 6

5.2.2.15

5.2.2.15.01

5.2.2.26

5.2.2.26.01

5 2 2 2 8

5 2 2 .28.01

Belanja Perjalanan Dinas
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

Belanja Hibah Barang atau Jasa
Belanja N bah barang atau jasa yang diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat

Belanja Honorarium Non Pegawai
Jasa Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur

34.175.000

34.175.000

4.370.625.000

4.370.625.000

93.000.000

93.000.000

34.175.000

34.175.000

4.370.625.000

4.370.625.000

93.000.000

93.000.000

Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten (DAK reguler- Sanitasi)
Golongan IV dan/atau Eselon II, 10rgx1 Hrx 15 Kali 3.150.000
Golongan III dan/atau Eselon III, 6 Org x 1 Hr x 19 Kali 22.800.000
Gol II dan/atau Pegawai Tidak Tetap, 10rg x 1 Hr x 47 Kali 8.225.000

DAK reguler- Sanitasi
1. Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Gampong Slang

Drang Kec. Glumpang Tiga 378.000.000

2. Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Gampong Mesjid
Tiba Kec. Mutiara Timur 807.975.000

3. Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Gampong Jurang
Kec. Indrajaya 477.225.000

4. Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Gampong Bara
Bluek Kec. Indrajaya 302.400.000

5. Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Gampong Rumia
Kec. Indrajaya 269.325.000

6. Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Gampong
Lamkabu Kec. Indrajaya 354.375.000

7. Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Gampong Leuhob
Kec. Peukan Bara 297.675.000

8. Pembangunan Tangki Septik Skala individual Perdesaan Gampong Ulee Cot
Seupeng Kec Peukan Bara 245.700.000

9. Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Gampong Lueng
Mesjid Kec. Peukan Bara 741.825.000

10. Pembangunan Tangki SeptBi Skala Individual Perdesaan Gampong Dayah
Sukon Kec Peukan Bara 496.125.000

DAK reguler- Sanitasi
Penyelenggaraan rapat koordinasi (Penguatan Kapasitas TFl) 21.000.000
Penyelenggaraan rapat koordinasi (Penguatan Kapasitas KSM, KPP) 72.000.000
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1.03.1.04.0130.03

53.1

5.2.1.01 

53.1.01.05

53.2

5.23.11

5.2.2.11.02

5.23.15

5.2.2.15.01

5.2.2.26

5.2.2.26.01

K ode

R eken ing

1

U r a i a n

Pembangunan sarana dan prasarana air bersih perdesaan 

Belanja Pegawai

Honorarium PNS
Honorarium Operator Komputer

Belanja Barang dan Jasa

Belanja Makanan dan Minuman
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat

Belanja Peijalanan Dinas
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

Belanja Hibah Barang atau Jasa
Belanja hibah barang atau jasa yang diserahkan kepada pihak kefcja'masyarakat

A PBK

2020

Perubahan APBK 
2020

3.322.830.000

7.200.000

7300.000

7.200.000

3.315.630.000

5.000.000

5.000.000

27.630.000

27.630.000

3.283.000.000

3.283.000.000

Bertam bah

(B erkurang)

3.322.830.000

7300.000

7300.000

7300.000

3.315.630.000

5.000.000

5.000.000

27.630.000

27.630.000

3383.000.000
3283.000000

P enjelasan

6

DAK penugasan - Infrastruktur Air Minum 
Operator E-Monitoring (DAK), 1 Org x 12 Bin

DAK penugasan - Infrastruktur Air Minum 
Makanan 
Minuman 
Air Mineral

Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten (DAK)
- Golongan IV dan/atau Eselon 11,1 Org x1Hrx 8 Kali 

Golongan ill dan/atau Eselon III, 2 Org x 1 Hr 8 Kafi 
Gol II dan/atau Pegawai Tidak Tetap, 10rg x 1 Hr x 10 Kafi 

Perjalanan Dinas Dalam Propinsi (DAK)
Golongan IV dan/atau Eselon III, 2 Org x 2 Hr x 3 Kali 
Golongan III dan/atau Eselon IV, 2 Org x 2 Hr x 3 Kali

DAK penugasan - Infrastruktur Air Minum
1. Pengembangan Jaringan SPAM Gampong Leupu Kecamatan Geumpang
2.

Pengembangan Jaringan SPAM Gampong Biang Dalam Kecamatan Mane

7.200.000

3.620.000
900.000
480.000

1.680.000
3.200.000
1.750.000

11.400.000
9.600.000

300.000. 000

300.000. 000
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Kode

Rekening
Uraian

APBK

2020

Pembahan APBK 
2020

Bertambah

(Berkurang)
Penjelasan

1 2 3 4 5 6

3. Pengembangan Jaringan SPAM Gampong Balee Ujong Rimba Kecamatan 
Mutiara Timur 198.000.000

4. Pengembangan Jaringan SPAM Gampong Mesjid Usi Kecamatan Mutiara 
Timur 300.000.000

5.
Pengembangan Jaringan SPAM Gampong Peunalom II Kecamatan Tangse

300.000.000
6.

Pengembangan Jaringan SPAM Gampong Biang Jeurat Kecamatan Tangse
300.000.000

Pengembangan Jaringan SPAM Gampong Biang Dalam Kecamatan Tangse
300.000.000

8. Pengembangan Jaringan SPAM Gampong Biang Teungoh Kecamatan 
Tangse 300.000.000

g
Pengembangan Jaringan SPAM Gampong Biang Mab Kecamatan Tangse

300.000.000
10. Pengembangan Jaringan SPAM Gampong Beungga Kecamatan Tangse 300.000.000

11' Pengembangan Jaringan SPAM Gampong Alue Calong Kecamatan Tangse
300.000.000

Biaya Penunjang DAK penugasan - Infrastruktur Air Minum 
1. Biaya Pengawasan Kegiatan Air Minum (DAK) 85.000.000

JUMLAH BELANJA - 8.119.471.000 8.119.471.000



KABUPATEN PIDIE
PENJABARAN PERUBAHAN APBK

TAHUN ANGGARAN 2020

LAM PIRAN I I : PERATURAN BU PATI PIDIE

NOMOR : £ 4  TAHUN 2020

TA N G G A L: 2 2  JU LI 2020

Urusan Pemerintahan : 3.01 - Urusan Pilihan Kelautan dan Perikanan 

Organisasi : 3.01.01 - Dinas Kelautan dan Perikanan

Sub Unit Organisasi : 3.01.01.01 - Dinas Kelautan dan Perikanan Halaman: 18

Kode

Rekening
Uraian

APBK

2020

Perubahan APBK 
2020

Bertambah

(Berkurang)
Penjelasan

1 2 3 4 5 6

5 BELANJA DAERAH 0 1.336.006.000 1.336.006.000

5.2 BELANJA LANGSUNG 0 1.336.006.000 1.336.006.000

3.01.3.01.01.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerjadan keuangan
3.01.3.01.01.06.08 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan (DAK) 0 9.456.000 9.456.000

5 22 Belanja Barang dan Jasa 9.456.000 9.456.000

5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 0 743.370 743.370

5.22.01 D1 Belanja Alat Tulis Kantor 0 743.370 743.370 DAK penugasan - Kelautan dan Perikanan

5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan 0 462.630 462.630

5.2.2.06.01 Belanja Cetak 0 43.560 43.560 DAK penugasan - Kelautan dan Perikanan
- Cetak Cover/Kulit Buku 43.560

5.2.206.02 Belanja Penggandaan 0 419.070 419.070 DAK penugasan - Kelautan dan Perikanan
- Biaya Foto copy 419.070

5.2.2.15 Belanja Peijalanan Dinas 0 8.250.000 8.250.000

5.2.215.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 0 8.250.000 8250.000
Perjalanan Dinas Lebih dari 8 (Delapan) Jam (DAK penugasan - Kelautan dan Perikanan)

(Gol III) dan/atau Eselon III, (1 hari x 6 orang) 1.200.000
(Gol II) dan/atau Pegawai Tidak Tetap, (1 hari x 2 org) 350.000

Perjalanan Dinas Dalam daerah Provinsi Aceh
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Kode

Rekening
Uraian

APBK

2020
Perubahan APBK 

2020
Bertambah

(Berkurang)
Penjelasan

1 2 3 4 5 6

- (Gol IV) dan/atau Eselon III, (2 hari x 1 orang) 
* (Gol III) dan/atau Eselon IV, (2 hari x 3 orang)

1.900.000
4.800.000

3.01.3.01.01.20 
3.01301.01.20.05

Program pengembangan budidaya perikanan 
Pembinaan dan pengembangan perikanan (DAK) 0 208.000.000 208.000.000

522 Belanja Barang dan Jasa 

Belanja Hibah Barang atau Jasa
Belanja hibah barang atau jasa yang diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat

208.000.000 208.000.000

5.2.2.26 0 208.000.000 208.000.000

5.2.2.26.01 0 208.000.000 208.000.000 DAK penugasan - Kelautan dan Perikanan
1. Paket Percontohan Nila di Kolam/Tambak di Gp. Lampeudeu Baroh Kec. Plc
2. Paket Percontohan Nila di Kolam/Tambak dl Gp. Meuraksa Kec. Kembang T
3. Paket Budidaya Lete di Kolam Gp. Didoh Kec. Mutiara Timur (DAK)
4. Paket Budidaya Lele di Kolam Gp. Layan Kec. Tangse(DAK)

50.000. 000
50.000. 000
54.000. 000
54.000. 000

3.01.3.01.01.21
3.01.3.01.0121,07

Program pengembangan perikanan tangkap 
Pembinaan Kelompok Nelayan Perikanan Tangkap (DAK) 0 1.118.550.000 1.118.550.000

5.22 Belanja Barang dan Jasa 

Belanja Hibah Barang atau Jasa
Belanja hibah barang atau jasa yang diserahkan kepada p»iak ketiga/masyarakat

1.118.550.000 1.118.550.000

5.2.2.26 0 1.118.550.000 1.118.550.000

5.2.226.01 0 1.118.550.000 1.118.550.000 DAK penugasan - Kelautan dan Perfcanan
1- Pera huKa pai Penangkap Ikan Berukuran lebih kedi dari 3 GT beserta 

Mesin. Alat Penangkapan ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan di Gp. Pasi 
Peukan Bara dan Gp. Blok Bengkel Kec Kota Slgit (DAK) 200.000.000

p
Perahu/Kapal Penangkap Ikan Berukuran leMi kecS dari 3 GT beserta 
Mesin, Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan di Gp. 
Pusong, Gp. Jeumeurang Kec. Kembang Tanjong (DAK) 200.000.000

PerahuKapai Penangkap Ikan Berukuran lebih kecfl dari 3 GT beserta 
Mesin, Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan dl Gp. 
Kupula, Gp. Peukan Tuha, Gp. Cot Jaja Kec. Simpang Tiga (DAK) 200.000.000

Perahu/Kapal Penangkap Ikan Berukuran 3 - 4 GT beserta Mesin, Alat 
Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan Gp. Pasi Peukan Baro 
Kec Kota Sigi (DAK) 195.000.000
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Kode
Rekening

Uraian
APBK

2020
Perubahan APBK 

2020
Bertambah

(Berkurang)
Penjelasan

1 2 3 4 5 6

e
Perafw/Kapal Penangkap Ikan Berukuran 3 - 4 GT beserta Mesin. Alat 
Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan Gp. Babah Krueng,
Gp. Meucat Kec. Batee (DAK) 195000000

6. Biaya Perencanaan Pengadaan perahu/kapal penangkapan ikan (30 paket),
DAK 24.750.000

7. Biaya Pengawasan Pengadaan perahu/kapal penangkapan ikan (30 paket),
DAK 19.800.000

8.
Pengadaan Radio Komunikasi Gp. Pasi Peukan Bato Kec. Kota Sigli (DAK) 42 000 000

9. Pengadaan Radio Komunikasi Gp. Geunteng Timur, Gp. Teupin Jeu Kec.
Batee (DAK) 42.000.000

JUMLAH BELANJA • 1J36.006.000 1.336.006.000



KABUPATEN PIDIE
PENJABARAN PERUBAHAN APBK

TAHUN ANGGARAN 2020

LAM PIRAN I I : PERATURAN BUPATI P ID IE

NOMOR : 3 4  TAHUN 2020

TA N G G A L: 2 2 jU U  2020

Urusan Pemerintahan : 4.04 - Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Keuangan 

Organisasi : 4.04.01 - Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten

Sub Unit Organisasi : 4.04,01.02 - Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten (PPKD)_______________________________________________________________ Halaman: 21

Kode

Rekening
Uraian

APBK

2020
Perubahan APBK 

2020
Bertambah

(Berkurang)
Penjelasan

1 2 3 4 5 6

4 PENDAPATAN DAERAH 33.081.S26.521 61.666.654.241 28.584827.720

4.2 DANA PERIMBANGAN 0 18.873.976.000 18.873.976.000

4.2.2 Transfer Khusus 18.873.976.000 18.871976.000

422.01 Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik
DAK Bidang Infrastruktur Irigasi

0 18.873.976.000 18.873.976.000

4.2.2.01.04 0 5.813.499.000 5.813.499.000 Perpres No. 72 Tahun 2020

4.22.01.05 DAK Bidang Infrastruktur Air Minum 0 3.322.830.000 3.322.830.000
- DAK penugasan - Infrastruktur Irigasi 
Perpres No. 72 Tahun 2020

5.813.499.000

4.2.2.01.06 DAK Bidang Infrastruktur Sanitasi 0 4.625.000.000 4.625.000.000
- DAK penugasan-Infrastruktur Air Minum 
Perpres No. 72 Tahun 2020

3.322.830.000

4.2.2.01.08 DAK Bidang Kelautan dan Perikanan 0 1.3361X16.000 1.336.006.000
- DAK reguler- Sanitasi 
Perpres No. 72 Tahun 2020

4.625.000.000

4.2.2.01.19 DAK Bidang Perumahan dan Kawasan Pemukiman 0 3.776.641.000 3.776.641.000
- DAK penugasan - Kelautan dan Perikanan 
Perpres No, 72 Tahun 2020

1.336.006.000

- DAK reguler- Perumahan dan Kawasan Pemukiman 3.776.641.000

4.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 33.081.826.521 42.792.678.241 9.710.851.720

4.3.1 Pendapatan Hibah 33.081.826.521 42.792.678.241 9.710.851.720

4.3.1.06 Pendapatan Hibah Dana BOS 33.081.826.521 42.792.678.241 9.710.851.720

4.3.1.06.01 Pendapatan Hibah Dana BOS 33.081.826.521 42.792.678.241 9.710.851.720
Dana BOS 42.792.678.241
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Kode

Rekening
Uraian

APBK

2020
Perubahan APBK 

2020
Bertambah

(Berkurang)
Penjelasan

1

JUMLAH PENDAPATAN 33.081.S26.S21 61.666.654.241

5.1

4.04.4.04.01.00.00

5.1.5
5.1.5.03

5.1.5.03.01

BELANJA DAERAH 

BELANJA TIDAK LANGSUNG 

Non Kegiatan 

Belanja Bantuan Sosial

Belanja Bantuan Sosial Kepada Anggota Masyarakat
Belanja bantuan sosial kepada individu, keluarga dan masyarakat

3.605.000.000

3.605.000.000

3.605.000.000
3.605.000.000

3.605.000.000

28.584.827.720

3.605.000.000 3.605.000.000

3.605.000.000

3.605.000.000

3.605.000.000
3.605.000.000

3.605.000.000 DAK reguler- Perumahan dan Kawasan Pemukiman 2020

Bantuan pembangunan baru rumah layak huni secara swadaya untuk 
rumah terdampak bencana, termasuk upah tukang Gp. Pulo Mesjid I 
Kec. T angse (DAK) 525.000.000

Bantuan pembangunan baru rumah layak huni secara swadaya untuk 
rumah terdampak bencana, termasuk upah tukang Gp. Layan Kec.
Tangse(DAK) 525.000.000

Bantuan pembangunan baru rumah layak huni secara swadaya untuk 
rumah terdampak bencana, termasuk upah tukang Gp. Pulo Mesjid II 
Kec. T angse (DAK) 525.000.000

Bantuan peningkatan kualitas rumah secara swadaya untuk rumah 
yang terdampak bencana, termasuk upah tukang Gp. Peunalom II 
Kec. Tangse (DAK) 455.000.000

Bantuan peningkatan kualitas rumah secara swadaya untuk rumah 
yang terdampak bencana, termasuk upah tukang Gp. Peunalom I 
Kec. T angse (DAK) 437.500.000

Bantuan peningkatan kualitas rumah secara swadaya untuk rumah 
yang terdampak bencana, termasuk upah tukang Gp. Keude Tangse 
Kec. Tangse (DAK) 262.500.000

Bantuan peningkatan kualitas rumah secara swadaya untuk rumah 
yang terdampak bencana, termasuk upah tukang Gp. Biang Jeurat 
Kec. Tangse (DAK) 437.500.000

Bantuan peningkatan kualitas rumah secara swadaya untuk rumah 
yang terdampak bencana, termasuk upah tukang Gp. Lhok 
Keutapang Kec. Tangse (DAK) 437.500.000
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Kode

Rekening
Uraian

APBK

2020
Perubahan APBK 

2020
Bertambah

(Berkurang)
Penjelasan

1 2 3 4 5 6

JUMLAH BELANJA 0 3.605.000.000 3.605.000.000

6 PEMBIAYAAN DAERAH 0 0 0

6.1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH 0 0 0

6,1.1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya • • -

JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH 0 0 0

6.2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH 0 0 0

JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH 0 0 0

PEMBIAYAAN NETTO - ■ *


